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ABSTRAK

Berdasarkan UU 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
(UU Pendidikan Kedokteran), dokter layanan primer diarahkan untuk
melanjutkan studi setara pendidikan spesialisasi kedokteran yang lain.
Lulusan program ini akan dikenal dengan sebutan Dokter Layanan Primer.
Oleh karena itu, penting untuk menyediakan perlindungan hukum bagi
Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer. Pertama, tesis ini akan
menganalisis maksud dari Pasal 31 UU Pendidikan Kedokteran tentang
perlindungan hukum bagi Mahasiswa Dokter Layanan Primer. Kedua,
tesis ini akan menganalisis asas kepastian hukum, keadilan, manfaat, dan
asas-asas perlindungan hukum dalam pengaturan Mahasiswa Program
Dokter Layanan Primer. Ketiga, tesis ini akan menganalisis apakah
perlindungan hukum bagi pengaturan Mahasiswa Program Dokter
Layanan Primer dalam UU Pendidikan Kedokteran telah memenuhi asas-
asas dasar hukum tersebut.

Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi
deskriptif dan pendekatan kualitatif berdasarkan data sekunder dari studi
kepustakaan. Hasil dari penelitian ini akan dianalisis dengan metode
kualitatif.

Perlindungan hukum untuk mahasiswa kedokteran di Indonesia
(termasuk Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer) berdasarkan
maksud dari Pasal 31 UU Pendidikan Kedokteran, belum memenuhi asas-
asas perlindungan hukum bagi pengaturan Mahasiswa Program Dokter
Layanan Primer.

Ketentuan Pasal 31 UU Pendidikan Kedokteran tentang
perlindungan hukum untuk Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer
belum memenuhi asas perlindungan hukum bagi pengaturan Mahasiswa
Dokter Layanan Primer karena pengaturan Dokter Layanan Primer
tersebut belum memenuhi asas-asas hukum umum (asas kepastian
hukum, keadilan, manfaat yang terkait asas perundang-undangan yang
baik), serta asas khusus pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Maksud ketentuan Pasal 31 UU Pendidikan Kedokteran tentang
perlindungan hukum untuk Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer
adalah berarti negara menjamin hak asasi Mahasiswa Program Dokter
Layanan Primer agar mereka dapat menikmati hak dan kewajiban untuk
melakukan suatu tindakan hukum. Perlindungan hukum ini hanya dapat
diterapkan jika nanti diatur dalam peraturan teknis yang jelas setelah
permasalahan landasan hukum dan asas-asas perlindungan hukum UU
Pendidikan Kedokteran juga telah diatasi.

Kata kunci: UU Pendidikan Kedokteran, Mahasiswa Program Dokter Layanan
Primer, perlindungan hukum, asas-asas hukum
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ABSTRACT

Based on Medical Education Act No. 20, 2013, primary doctors has
managed to continue their study as the the same level with other medical
specialty programs. The graduates of this program will be known as
Primary Care Doctors. For that reason, it is important to provide legal
protection for the students. At the first step, this thesis will analyze the
meaning of legal protection for medical students in Indonesia( including
students of Primary Care Doctors Program), based on Article 31 Medical
Education Act. At the second step, this thesis will analyze the principle of
legal certainty, legal justice, and legal benefit of the Primary Care Doctors
Program that is managed by Medical Education Act. At the third step, this
thesis will analyze whether legal protection of the students of Primary Care
Doctors in the Medical Education Act has fulfilled those basic principles of
law.

This thesis is a normative juridicial research with descriptive
specification and qualitative approach, based on secondary data by
literature research. The results of the study will be analyzed by a
qualitative method.

The legal protection for medical students in Indonesia( including
students of Primary Care Doctors Program), based on Article 31 Law on
the Medical Education meaning, has not fulfilled basic law principles, such
as legal certainty, legal justice, and legal benefit

The legal protection for Students of Primary Care Doctor Program,
based on Article 31 Law on Medical Education, has not fulfilled legal
protection principles.

The meaning of Article 31 Law on Medical Education regarding
legal protection for the Students of Primary Care Doctor Program is that
the country guarantee human rights of the students so that they can enjoy
right and duty to do legal matters. The legal protection can only be
implemented if the technical rules have been set up soon after legal basis
and legal protection principles problems have been ruled out.

Keywords: Medical Education Act, students of Primary Care Doctors
Program, legal protection, principles of law




